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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmahNya, kami

masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi urusan bidang

Kesatuan Bangsa dan Politilq sekaligus penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Renstra

Periode 2017-2022.

Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Periode 2017 -2022 disusun sebagai implementasi

dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 285 ayat (l) yang menyebutkan

tentang Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan ayat (3) : Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Daerah Kabupaten/Kota

kepada Bupati,{Vali Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota salah satunya adalah hasil

pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Periode 2017-2022kami susun sebagai langkah perbaikan berkesinambungan yang mendatang.

Pangkalan Bun, Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat

Dn. H. EDIE FAGANTI
NIP. 196s0802 199.103 I 010
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BAB I
PENDAHULUAN

l.l, Latar Belakang

Bordasarkan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahrm 2017 Pasal 285 ayat (l)
yang menyebutkan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melahrkan peng€ndalim dan

waluasi terhadap pelaksanaan Rensta Perangkat Daerah dan ayat (3) : Kepala Perangkat Daerah

Kabuparen/Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rensta Perangkat Daerah

Kabupatsn/Kota kepada BupatiAilali Kota melalui Bappeda l(abupaten/Kota salah satunya adalah

hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Strategis (R€nstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

mancakup Program dan Kegiataq indikator kinerja dan kelompok sasaraq lokasi, s€rta dana

indikatif Evalnasi juga melalukan penilaian terhadap Realisasi Dokurnen Pelaksaman Anggaran

(DPA) Perangkat Daerah. Penilaian yang dimaksud digunakm rmtuk mengetahui realisasi

pencapaim targa indikaif kinerja penyerapan dBna dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selama periode

2017-2022.

Badan Kesatuan Bangsa dqn Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Perangkat

Daerah maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Periode 2017-2022 sebagai bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan tugas

pokok dan firngsi.

1.2. Dasar Hukum

Per)lsunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022 berdasarkan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Undeng-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undqng Darurat Nomor

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaraa Negara

Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lsmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahw 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(trmbarar Negara Republik lndonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421)l

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Perrbangunan Jargka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lernbann Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Und,ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubalu terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pernerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Porsturan Pemerhtah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata C{a Pcn}lsunan,

Pengendqlis dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunur Daerah (Le.mbaran Negara

Republik hdonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4698);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tsltang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tala cara p€rencanaaq

Pangendalian d6x1 fyalnasi Ponbangunan Daerah. Tda cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangla Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Da€ralL serta Tata cara Pcrubahan Rencana Pembmgunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pernbanguaa Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kda Pemsrintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 13l2);

8. Peraturaa Msnteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaingin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peratuan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bmat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentuka dan Susunan Perangkat Daerah Kabrryaten Kotawaringin Barat (Lsnbaan

Da€rah Kabupaten Kotawringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

10. Psraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis

Pcrangkar Daerah Kabupat€n Kotawaringin Brat Tahun 2017 -2022:

I l. Perduran Bupati Kotawaingin Barafi Nomor 72 Tahrn 2022 tentang Kedudukaq Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Ta[a Kerja Badan Kesatuan Bangsa &n Politik

Kabupaten Kotawaringin Bamt (B€rita Daearh Kabuparen Kotawaringin Barat Tahun 2022

Nomor 72);

12. Surat Bappeda Nomor : 050l734tBapylll2022 ter;fiarg Permintaan Laporan Evaluasi

Pelaksanaan RenstraPD Pqiode 2017 -2022.

1.3. Meksud dan Tujuan

Maksud laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Stsategis (Renstra) Badan Kesaruan Bangsa

dar Politik Kabupaten Kotawa'ingin Barat Periode 2017-2022 sebagai bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan firngsi Badan Kesatuan Bangsa dm Politik selama 5 (ima) tahun sampai

dengan masa akhir Renstra:

a. Menjaga kosistensi antar kebijakan Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan dan hasil

Rencana Straregis (Renstra) Pomrykat Daerah.

b. Memberikan infonnasi kinefa yang terukur atas target kine{a yang telah dibua dalam

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017-2022.

c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat umuk meningkatkan kinerja yang ditetapkan.
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1.4. SistcmatikePcnyajienl,aporan

Sistematika penulisan laporan Evaluasi Pelals"naro Rencoa Strategis (Renstra) Badan

Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Kotawaringin Bara adlah sebagai berikut:

BABI PE,NDAHULUAN

l.l Latar Belakang

1.2 Dasr Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistemdika Penyajian Laporan

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAI\I PERUNDANG-I,]NDANGAN

2.1 Kajian Pustaka

2.2 Kajian Perundangan-Undang;an

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DA]\ KEBIJAKAI\

3.1 Tujua4 Sasaran, Strategi dar Kebljakan

3.2 lndikaror Kine{a Tujuan dan Sasd'an

BAB ry CAPAIAN INDIKATOR DAN EVALUASI CAPAIAN

4.1 Capaian Indikator Sasaan dan Program Tahun 2022 Tuhadap Targc 2021

4.2 Evaluasi Capaian Indikaor Tahw 2022 Taha ap Target Renstra Tahun 20 17-

2021

4.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Routra (Formulir E.80)

BABV PENIJTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PERLINDANG-UNDANGAN

2.1. Krjion Pustaka

2.2. Kajian Perutrdengsn-Undergan

Landasan hukum penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Badm Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 -2022

sebagai berikut:

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahm 2004 tentarg Sistern Perencanaan Pembangman Nasional

(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahrm 2004 Nomor I M, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor ,1421);

Pasal (l) disebutlian bahwa Rencana Pembangunan Jmgka Menengah Satuan Kerja

Perangkat DaeralL yang selanjutnya disebut R€nstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan

Satuan Keda Psrangkat Daerah untuk peiode 5 (lima) tahun.

Loporon Evoluosi Peloksonoon Rensiro Penode 2017-2022

Sotiap proses manajernen meliputi perencaoaan, peogorganisasia, pelaksanan dan

pengawasan. Evaluasi merupakafl bagian dai proses pengawasal Seberpa besar tingkat capaian

dibandingkan targa yang telah ditetapkan; apa saja masalah yang ditemui dalam pencapaian target,

serta solusi yary diambil dalarr rangka penyelesaian permasalahan merupakan langkah-lmgkah

dalam evaluasi. Sementara dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional,

trhr['eo perencanaan meliputi Penyusrnan Rercoa" Penetapan Rencaa Pengandalian

Pelaksanaan Rencana, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dari sisi pergertiar secan haafiah Echols dan Shadly (dalrn Thoha, 2003:l)

mengernukakan bahwa "kata evaluasi berasal dari bahasa inggris waluatioa yang b€rarti penilaian

stau penaksiran." Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:l) mengatakan bahwa "evaluasi

merupakan kegiatan yang terencana unruk mengaahui keadaan sesuatu objek dengan

menggunakan instrumen dan hasihya dibandingkan dengan tolok ukw rmtuk memperoleh

kesimpulan."

Secara umunL Cross (dalam Sukardi, 2005:l) b€rpendapd bahwa "evaluasi merupakan

proses yang menenntkan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai." Hal ini dijelaskan lagi oleh

Sukardi (20 I 5: t ), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan

proses mendapakan informasi dan mernahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut

kepada pemangku keputusaa. Hal t€rsebul sclaas dangan Wirawan (201l:&9), yang berpendapat

bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kine{4 dan

menilai manfaat mangenai objek waluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuaq atau standar

dalam objek evaluasi.

Dari berbagai p€fldapat diatas, d4at disimpulkan bahwa evaluasi c4aian Rencana Stategis

(Rensha) Badatr Kesaruan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Bara merupakan kegiatan

terencana unfuk mengetahui tingkat kaercapaian t{get, permasalahan yang menjadi kendal4 serta

solusi yang dimbil dengan menggunakan insmrmen yang berkaitm dengar indikator, tujuan,

sasaran, program dan keg.iatan.

,l



Sementara daldl Pasd 7 (l) Renstra-SKPD mernuat visi, misi, tujual stratcgi, kebijakan,

program, daa kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan ntgas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah da bersifat indikatif.

Pasal 29 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangka Daerah melakukan evaluesi kinerja

pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Ke{a Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencma Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Talll'n 2005-2025 (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lernbaran Negra Republik Indonesia Nomor 4700);

Pasal I Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

a" Rencana Pembdrgunm Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yalg selanjumya

disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen p€rencanarm pembangunan nasional

untuk p€riode 20 (dua puluh) tahun terhitung sdak ahun 2005 sanpai dengan tahun

202s.

b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjumya

disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen per€nc{Ban pelnbmgunan daerah

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun

2025.

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selmjufitya disebut RPJM

Nasional adalah dokumen perencanarm pqnbmgunm nasional mtuk periode 5 (lima)

tahuna4 yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-

2014. RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-

2024.

d. Rencana Pembangrman Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM

Daerah adalah dokumen perencanaan p€mbangunan daerah untuk perioda 5 (lima)

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerh.uikan RPJM Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 5587), sc$rgaimaqa telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubshan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pem€rintahan Daerah (Lembarm Negaa Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahapaL Tata Cea Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Leinbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4698);

Pasal I : Rencana Strategis Sduan Ke{a Perangfta Daerah y""g selanjutnya disingkat

dengan Renstra-SKPD adalah dokuman perancmaar SKPD rntuk periode 5 (tima) tahun.

Pasal 3: Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan s€cara transparan, responsif,

efisien, efekti{ akuntabel partisipatit terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 12: (l) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dangan rancangan

awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalaru Pasal I I ayat (1); (2) Rmc*gen Retrsra-SKPD

2

J

4

5
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disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda; (3) Bappeda menyernpurnakan

rancangan awal RPJMD murjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan

Renstra-SKPD sebagai masukan.

BAB IV RENSTRA DAN RENJA SKPD Pasal 25: (l) SKPD menyusun Renstra-SKPD. (2)

Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud padla ayat (l) memua visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, prograr\ dan kegiatan pernbangunsn sesuai dengrn tugas dan fungsinya. (3)

Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikdif. (4) Kecamaran

alau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Rerstra kecamatan dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten/Kota- Pasal 26 Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala

SKPD.

Bagian Kedua tentang Evaluasi dalam Pasal 46 (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi

terhad2f' lr€rencanaan pembmgunan daerah lingkup kabupatenAota. Sedangkan dalarn pasal

47 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 46 meliputi evaluasi tethad4 : (a) kebijakan

perencanaan pembangunan daerahl (b) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (c)

hasil rencana pernbangunan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnsansi

Pemerintah;

Pasal 4 Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja

SKPD. Dalam Pasal 5 Penyelenggaram SAKIP meliputi: (a) rancana stategis; (b) perjanjian

Kineda; (c) pengukuran Kineda; (d) pergelolaam data Kinerja; (e) pelryoran Kineda; dan (0

rwiu dan evaluasi Kine{a.

Bagian Kedua Rencaoa SEategis dalan Pasal 6 (2) SKPD menyusun rencana strategis

sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. (3) Penyr.rsunan

rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peratlran perundang-udangan. Pasal 7 Rencana stratc3is sebagaimana

dimaksud dalem Pasal 6 marjadi landasm penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja Pasal 15 (l) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja. (2)

Pengukuran Kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menggunakan

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja-

Pasal 16 Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

(a) membandilgkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan

dalan lemba/dokumen Perjarjiao Kine{a dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun

befialan; (b) membandinglian realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan

dengan Sasaran (target) Kineda 5 (lima) tahunan yang dtencanakan dalarr Rencana

Sfategis Kementoian Negara/tornbaga/Rencana Strategis SKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahrm 2017 tsntang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengordalian dan Evaluasi

Pembangunan Daeralr, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang DaeralL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Panerintah Daerah. Pasal 13 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I I ayat (3) huruf a memual tujuaq sasararL prograrn, dan kegiatan

5

6
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psrnbangunan dalan rangla pelaksaman Urusar Pernerintahar Wajib dan/atau Urusan

Pernerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fiurgsi setiap Perangkar Daerah, yang disusun

berpedorran kepada RPJMD dan bqsifat indikatif Pasal 15 (1) Perangkat Daerah menyusun

Rensaa Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. (2) Dalam rangka penyusunan

Rensra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar ( I ),

Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan

pernanglu kepentingan. Pasal 16 (1) Renstra Pemngkat Daerah datr Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (3) disusm deirgan tahapan: persiapan

pen),usunan; pen),usunan rancangan awal; penyusunan mncangan pelaksanaan forum

Perangkat Daerahnintas Peraflgkat Daerah; perumusim rancatrgm akhir; .l"n p,6n612p6.

Alur Dan Tata Cara Penyusunan Renstra OPD

Arrri ltr{O

7
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BAB III
TUJTTAN, SASARAN, STRATEGI DAII Kf,BIJAKAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijrkxn

Adapun tujuarq sasaran, strategi dan kebijakar Rencana Srategis (Renstra) Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupatan Kotawaringin Barat Periode 2017 -2022 yang telah disusun dan

ditampilkan pada tabel berikut:

Tujuan

Meningkatkan
pemahaman ideologi

dan wawasan

kebangsaan dalam

menjaga dan

memelihara kemk-unan

umat b€ragama serta

persatuan dan kesatuan

dan cinla tanah air

Sasaran

I erwujudnya pemahaman

masyarakat terhadap

ideologi dan wawasan

kebangsaan

Mengoptimalkan

stakeholder yang ada

sebagai upaya

memelihara

kerukunan umal

beragama dalam

kehidupan

bermasyarakat

dengan memegang

teguh nilai-nilai
kebangsaan

Arah Kebijakan
Sosialisasi peningkatan

Kesadaran Masyarakat

dalam Kehidupan
Beragama, Berbangs4

dan Bernegara

Penguatan hubungan

antar forum keagamaan

dan forum lintas etnis

Stabilitas keamanar!

ketenraman dan

kelertiban serta

pencegahan dan

penanganan adanya

konflik

Meningkatkan p€ran s€rta

apaJat kemanan dalam

melaksanakan deteksi dini
dan pencegahan konflik
sosial

Mengoptimalkan

kapasitas

kelembagaan sebagai

upaya mewujudkan

kondisi sosial

masyarakat yang

aman dan kondusif
guna menciptakan
pelayanan

kesbangpol yang

unggul

Peningkatan Pencegahan

Tindak Kriminal

Meningkakan
wawasan dan

pemahaman politik
sena organisasi dan

lembaga

kemasyarakatan yang

sehat bagi masyarakat

Terbinanya partai politik
dan menambah wawasan

masyarakat tentang politik

Sosialisasi peningkatan

Pemahaman Politik
Masyarakat

Pembinaan terhadap

organisasi dan lembaga

kemasyarakatan

Penguatan kelembagaan

kemasyarakatAN

Mewujudkan tarakelola

pemerintahan yang

efektif, efisien, dan

akuntabel

Menyediakan kebutuhan

penunjang perangkat

daerah dalam

melaksanakan tugas dan

fungsi

Meningkatkan Sistem

Koordinasi Aparatur
Kesbangpol

Menyediakan dukungan

bagi pencapaian nitai

SAKIP perangkat daerah

Meningkatkan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kesbangpol

TABEL TLIJI-]AN. SASARAN. STRATEGI DAN KEBIJAI(AN

Strategi

I
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3.2. lndilrator Kinerje Tujuan dan Saserrn

Berdasarkan tujuan rl"n sasaran maka dirumuskan indikator dalam pencapaian taget kineda,

berikut tabel indikator tujuan dan sasaran.

lndik tor Kinerjr Tujurn Dan Sarlrsn Renrtrr Perubrhatr

Bsdan Keaturn Btrn8sa D.n Politik l&bupater Kotrwaringin Brrat

Meningka&an
pemahaman

ideologi dan

wawasan

kebangsaan

dalam menjaga

dan memelihara

kerukunan umat

beragama serta

persatuan dan

kesatuan dan

cinta tanah air

Persentase

pemahaman

ideologi

wawasan

kebangsaan

Terwujudnya
pemahaman

masyarakal

lerhadap

ideologi dan

wawasan

kebangsaan

Jumlah

penyelesaian

potensi

konflik
bemuansa

SARA agar

tidak menjadi

konflik SARA

kasus

0

kasus

0 0

kasus

Trjran
dan

sasafan

setelah

Reviu
Renstra

Meningkatkan
pemahaman

ideologi dan

wawasan

kebangsaan

dalam menjaga

dan memelihara

kerukunan umat

beragama serta

persatuan dan

kesatuan dan

cinta tanah air

Persentase

pemahaman

ideologi
wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

yang telah

dibina

Terwuiudnya
pemahaman

masyarakat

terhadap

idmlogi dan

wawasan

kebangsaan

Persentase

pemahaman

ideologi

wawasan

kebangsaan

terhadap

masyarakat

yang telah

dibha

80% 8s% Tujuan

datt

sa$tan
vbelum
Reviu

Renstra

Stabilitas

keamanan,

ketentraman dan

kaertiban serta

pencegahan dan

penanganan

adanya konflik

Petsentase

konflik
sosial yang

terjadi

Meningkatkan
peran sena

aparat

keamanan

dalam

melaksanakan

deteksi dini dan

pencegahan

konflik sosial

Prosentas€

penanganan

konflik sosial

0 o/o 0 o/o 0 o/o Tujuan
dsn
sa.gr&t
selelah

Revtu

Rensfta

Jumlah

konflik sosial

l0
kas.ls

l0
kasus

Tujua
ful
ggtcm
sebefum

Reviu

Meningkatkan
pemberdayaan

masyarakat

dalam

mel ak sanakan

Jumlah

konflik
sosial

Stabilitas
keamanarl

ketentraman dan

ketertiban yg
kondusif s€rta

9
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deteksi dini dan

pencegahan

konflik sosial

untuk

meningkatkan
kewaspadaan

nasional

peocqiahan dan

penanganan

adanya konflik.

Renstra

Pembinaan

terhadap

organisasi dan

lembaga

kemasyarakatan

Persentase

Organisasi dan

Lembaga

kemasyaralcata

n yang aktif

85% g|Jo/o 9Qo/o 9V/o gtr/oProsentase

pemahaman

politik dan

pembinaan

kelembagaan

kemasyaraka

tan Terbinanya
partai politik
dan menambah

\ rawasan

masyarakat

tentang politik

Prosentase

fasilitasi
pordidikan
politik

t00yo t00yo l00o/o Tujttor
datt

vxaran
ytelah
Reit
Renstra

Meningkatkan

wawasan dan

pemahaman

politik serta

organisasi dan

Iembaga

kemasyarakalan

yang sehat bagi

masyarakat.

Indeks
pemahaman

politik
masyarakat

Terbinanya

partai politik
dan rnenambah

wawasan

masyarakat

tentang politik

Indeks

pemahaman

politik
masyarakat

8@/o 85% Tujuan

dan
ggucm
se belum

Reviu

Rensta

Menyediakan

kebutuhan

penunjang

perangkat

daerah dalam

melaksanakan

tugas dan fungsi

Pers€nt8se

pemenuhan

kebutuhan

penunjang

perangkat

daerah

w" 90o/o ge/o 'lhjuaa

fun
ggvan
setelah

Revht

Rensta

Mewujudkan
tatakelola

pemerintahan

yang efektit
efisien, dan

akuntabel

Persentas€

pencapaian

tatakelola
pemerintsha

n yang

efektif,
efisien dan

akuntabel
Menyediakan
dukungan bagi

pencapaian nilai
SAKIP
perangkat

daerah

Nilai SAKIP
perangkat

daersh

80,1

k"t"g
ori

nilai
SAKI

P

80,1

kEteg

ori
nilai
SAKI

P

80,I
kateg

ori
nilai
SAKI

P

Tujuan
fui
vgfa
vteloh
Reviu

Renrtra

Mewujudkan

tatakelola
pemerintahan

yang efektif,
efisien, dan

akuntabel

Presentase

Ketercukupa
n

Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya

kualitas
pelayanan

administrasi

perkantoran

Presentase

Kaercukupan
Administrasi

Perkantoran

800h 85% wo 950 lU)o/o Tr!uan
dan
soytan
vbelum
Reviu
Renstra
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Prosenlase

ketercukupa

n sarana dan

prasarana

aParatur

Prosentas€

ketercukupan

sarana dan

prirsamna

aparatur

gw/o 8Sot'o 90P/o 9sVo toff/o

Prosentase

pemenuhan

kinerja
berdasarkan

perjanj ian

kinerja

Prosentase

pemenuhan

kinerja

berdasarkan
perjanjian

kinerja

8tr/o 85yo 9ff/o 95Yo 'tov/o

Presentase

Pemenuhan
dokumen
perencanaan,

pelaporan

kinerja dan

keuangan

Meningkatkan

tatakelola

organisasi yang

akuntabel dan

profesional

Presentase

pemenuhan

dokumen
perencanaan,

pelaporal
kinerja dan

keuangan

8@/o 85o/o 9ff/o 9svr lWo

Loporon Evoluosi Pe&xlsonoon Renslro Penode 2Ol7-2O22
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BAB IV
CAPAIAN INDIKATOR DAN I,VALUASI CAPAIAN

4.1. Cepairn Indiketor Ssseran dar Progrem Tabun 2022 Terhadap Target 2021

Pada Bab. IV ini menjelaskan tentang c4aian indikator dan evaluasi capaian kinda Rentra

Perangkat Daerah pada Badsn Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawadngin Barat yang

disajikan pada tabel berikut :

No. Sasarrn dan Progrsm
Indikrtor Kinaj!,

Sasrran dan Progrrm

Target

2022
Realisasi

Crprirn

Kincrje Trhun

2lD2 Tcrhrdap

Trryct 2021

I Terrujudnya
pemrhrmrB mrsyarakrt
tcrhadap ideologi dan
wawesan kebangsaen

Jumleh penyclesrirn
potensi konflik
bcrnuansa SARA agar
tidrk menjrdi konnik
SARA

0 Kasus 0 K$us to00h

Program PeoSuatan

ldeologi Pancasila Dan
Kara}ter Kebangsaan

Persentase pemahaman
ideologi wawasan
kebangsaan terhadap
masyarakat lang telah
dibina

43,33yo 37,gtyo 87.4q/o

2. Terbinenya prrtri politik
dan mcnambah wawasan
masygrrkrt tentrng
politik

Prosentrse fasilitesi
pendidikan politik

t 009/o 600 600/0

Program Peningkatan Peran
Partai Politik Dan t€mbaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan
Pengembangan serta
Budaya Politik

Presentase Pemahaman
Politik Masyarakat

t7,02% 160/o 94.01o/o

3. Pembinmn terhedrp
organisasi dan lembaga
k€masysmkat,n

Persentase Orgenisasi
den l,embage
kemasyarakxtrn yang
.ktif

100/" 1',t.1Eo/o

Program Pemberdayaan
Dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Persentas€ organisasi dan
lembaga kernasyarakatan
yang terbina

't1yo 'lOo/o 90,91o/o

4. Meningkatkan peran
serta aptrat kermanrn
delam melaksenakan
deteksi dini dan
penccgehen konflik rosiil

Pros€ntase penanganatr
konflik sosiel

0 o/o 00h t00l,/o

Program Peningkatan
Kewaspadaan
Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konfl ik Sosial

Jumlah partisipasi
instansi vertikal (tim
keamanan daerah) yang
terlibat dalam
pencegahan tindak
kiminal dan menjaga
kantamtibmas

S lnstansi 6lnstansi '71yo

Sumber data : lzporm evdluosi hasil Renjo TW 111 Tahun 2O22

Loporon Evoluosr Pelokonoon Renstro Periode 2017-2022
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4.2. Evaluasi Capaian Indikrtor Tahun 2022 Terhadap Target Renstra Tahun 2017-2021

Jumlah penyclesaien potensi konflik
bernuanse SARA ogar tidrk mcnjrdi
konflik SARA

0 Kasus 0 Kasus 100,009/" Trrget TercrpriTerwujudnya pemahamrn mrsyerakat
terhadep ideologi drn wrwrsen kebrngsaen

43,33 o/c 17,9t o/o t7,490/0 Target belum tercapai
(Kegirtsn pcndukutrg
masih berproscs)

Progrem Penguatrn Idcologi Pancssilt
Drn Krr.kte r Kebang3mn

Persentnse pemahaman ideologi
wawasen kebrngsmn tcrhidep
mssyrrakrt yrng telah dibina

Jumlah Peserte Penyuluhan
Pembauran Kebrngsmn den
Kerukunan Umat Beragsme dan
pemudr-pemudi /pelejer yang
mengikuti kegiatan lkrrr Bersama
Anrk B{ngsa (IKBAB) serta
kelompok masyrrakrt ylng mengikuti
Haul dan Tabur Bunga Peristiwe
perjuangan 14 Januari 1946 Kumei

770 Orang 350 orang 45,450/o Target kinerja kegirt8n
padr Renstrr lebih bessr
dibrndingksn trrget
kinerja kegiatrn prds
Renjn dan RKA, hal ini
terk it dengrr
kcterbrtrsrn rnggamr.

Perumuson Kebijnkan Teknis dan
pemantapan pelaksaneen Bideng ideologi
Pancasila den Kerrkier K€bargsasn

Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran
Kebangsaan dan Kerukunan Umat
Beragama

300 Orang 100 orang 33J3%Sub Kegiatan:
Penytsunan Program Kerja di Bidang ldeologi
Wawasan Kebangsaa4 Bela Negara" Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan
Revolusi Mental dan Bela Negara

340 Orang 0 0,0@/oSub Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karaker Bangs4 Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan

Loporon Evoluosi Peloksonoon Renstro Pedode 2017-2022
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Rerlisasi Kincrja
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Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaar! Bela Negar4 Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang
mengikuti kegiatan lkar Bersama Anak
Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok
masyarakat yang mengikuti t{aul dan
Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14

Januari 1946 Kumai

470 Oftng 250 orang 53,190/o

100 Orang 0 0,000/0Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negar4 Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah peserta rapal koordinasi
persiapan pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat
Kecamatan

Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Monitoring Evaluesi dan

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karalcer Bangsa,

Pembauran KebangsasrL Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang ldeologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa

6 Laporan 0 0,ov/o

Prosentrse fosilitasi pendidikan politik Prosentase fasilitasi pendidikrn polilik t00 vo 60 o/o 60,oovo Targ€t belum tercapri
(Kegirtrn pcndukung
masih berproses)

Progrem Peningkatln Perrr Prrtai Politik
Dan lrmbegr Pendidikan l\lelalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangon
sertr Budrya Politik

Prclentrse PrmrhrmNtr Polhik
Mrsyerekst

t7,02 o 16 vo 94,01v" Target belum t€rctpai
(Kegiatan pendukung
masih berproses)

Loporon Evoluosi Pe,okonoon Renstro Periode 2017-2022
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Sr!rl.!n Strrtcgis/Pmgrim/Kc8i.trn/Sub
Kcgirtrn Indikalor Kin.rjr Tergct Kinerjs 2022

Redisrsi Kinerja
2022
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200 Orang 130 Orang 65.00e/" Trrget kinerjs kcgietrn
prds Renstrr lebih bessr
dibandingkrn terget
kiner.ia kegietan pede
Rcnja dan RI(A, hal ini
terksit dengrn
kclerbatssa! etrggarrn.

Perumulrn Kebijrk n Teknis Dan
Pemrntsprn Pelaksenaan Bidang
Pendidikan Politili" Etika Budaya Politik,
Petringkrtrn Demokrasi. Fasilitesi
Kd€mbrgaan Pcmerintahan, Penrakilan
den Prrtai Politil. Pemilihan
Umum/Pemilihan flmum Kepala Dr€rah,
sertr Pcmsntaurn Situesi Politik

Jumlah peserta sosielisai/penyuluhan
politik mrsyrrakrt dan p$erta
pclrtihrn p€nyusunan LPJ brntuan
keuangen paraai politik

Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan
politik masyarakat

300 Orang 100 orang 33,33%Sub Kegiatan :

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembag&an Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Jumlah pese(a pelatihan penyusunan
Laporsn Pertanggungjawaban (LPJ)
bantuan keuangan Parpol

150 Orang 30 orang 20,00o/oSub Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan
Polirilq Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwal<ilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan
Keuangan/flibah Kepada Partai Politik

l0 Kegiatan I kegiatan 1o,Off/oSub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Loporon Evoluosi Pejoksonoon Renstro Petiode 2017-2022
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Sub Kegiatan :

Pelaksaflaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporaa di Bidang Pendidikan Politilq Etika
Budaya Politik Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politil! Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daera[
Sena Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Poldagri

6 Laporan 4 Laporan 66,67yo

70 o/cPembinmn tertedap organisesi dan
lcmbrgr kemalyarrkatrn

Persentsse Orgrnisrsi dan I,€mbegr
kemasyirakrten yeng aktif

90 ./" 71,1t /. Tsrgct belum tercrpri
(Kcgietrn pendukung
masih berprorcs)

Persentase organisasi dan lembaga
kcmasyrrsk tan ynng terbina

77 ./. 10 0/. 90,91"/. Targel belum tercapai
(KGgirtrn pendukung
mrlih berprord)

Progrrm Pemberdayrsn Dan Pcngrwasan
Organisasi Kemriyarakrtan

Perumuson Kebijoksn Teknis dan
Pemantrpan Peleksanaan Bidang
Pembcrdiyran drn Pengewman Orgenisasi
Kemaf,yerik tan

Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi
tentang Ormss/LSM

420 Orang 60 Orcng u,29e/. Target kinerjr kegiltan
pide Renstrr lebih besar
dib!ndingkrn trrget
kinerja kegietrn pada
Renja dan RKA, hal ini
terkiit dengan
kcterbatasatr rnqgaran.

Jumlah Pcserta Penyuluhan/Sosialisasi
tentang OTmaVLSM

420 Orang 60 Orang 14,29/oSub Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormaq Evaluasi dan
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi di Bidang
Organisasi Kemasyarakatan

2 Kegiatan 4 Kegiatan 200,wo

Loporon Evoluosi PelokJonoon Rensrro Peiode 2017-2022
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Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan dibidang Pendaft aran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengkela Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan
LSM

6 lap. 5 laporan 83j3%

Meningkatken perrn sertn rpffrt
keemlnan dnlam mehkrn0krn delekli
dini drn pencegrhan honflik sorial

Prosenlr3e penonganrn konfl ik sosirl 0 0/o 0 0/o 100,00% Targct Tercrp{i

Progrem Peningkatan Kcwrspadarn
Nesional Den Peningketen Kurlitas Drn
Fesilitasi Penanganan Konfl ik Sosial

Jumlsh prrtisiprli instsnsi veraikrl
(tim kcrmrnrn drerrh) yang tcrlibrt
dalem pcncegehan tindak kriminal
dan menjaga krntramtibmrr

8 Instansi 6 lnstsnsi 7 5,000/0 Target belum tercapsi
(Kcgirten pcndukung
masih berpro!es)

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pehksrnarn Pemantepen Kcwtspadarn
Nesional dan Penanganan Konflik Sosial

Jumlah Patroli Aparrt K€amanan
(Instansi Vertikel) drlem Rargkr
Cipta Kondisi Keamanan Drcrab

48 Kegirtan 36 kegiatan 7 5,000/" Tsrget belum tercepai
(Kegirtrn pendukung
mrsih berproses)

Sub Kegiatan :

Penlusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama lmelijer
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbstasan Antar Negar4 Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah
(RAD)

l5 laporan l0 Laporan 66,67%
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Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Imelijerr
Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Kerjasama dengan Aparat
Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini
Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat)

6 Kegiatan 0 keSiatan 0,00%

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja fuing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Jumlah Patroli Aparat Keamanan
(Instansi Venikal) dalam Rangka Cipta
Kondisi Keamanan Daerah

48 Kegiatsn 36 Kegiatan 7 5,000

Sumber dola : Loporan Renta .t1 2022
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4.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renstra (Formulir E.80)

Formulir E.80

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN

RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABTTPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERIODE 2017 s.d 2020 DAN 2OZl sd 2022

14. rft l,.rd Dd tu?h Jklri& b

Mlri(
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan evaluasi pelaksanaan Rencara Strategis (Renstra) Badan Kesatual

Bangsa d"" Politil Pqiode 2017 -2022 dapat disimpulkan bahwa:

l. Melaksamkan seluruh program kerja yang telah direncanakan, disepakui dan ditetapkan

dalarn dokumen Rencma Shategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Adanya perubahan nomenllatur program dan kegiatan dimana tahun 2017-2020 berpedoman

pada Permendagri Nomor 13 Tahua 2006 tentag Pedoma Pergelolaan Keuangal Daerah

sedangkan mulai tahun 2021 hingga sekarang berpedoman pada Permendagri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklafur Perencsraan Pembmgunan

dan Keumgan Daerah. Sehingga terdspat 2 (dua) data yang disajikan pada rekapitulasi

evaluasi hasil Renstra

5.2. Saren

Laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Burgsa dan

Politik diharapkan akan dapat lebih meningkatkan c4aia kine{a sesuai dengan arah kebijakan

pembangunan yang ditetapkan, melalui berbagai upaya antara lain;

l. Menyusun perencanaan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi pencapaian

target Renstra.

2. Meningkakan komp€tensi seluruh pejabar dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja.

Pangkalan Bun, Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat

Drs. H. EDIE FAGANTI
NrP. 196s0802 199403 I 010
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